
 
 

Abstrak 

 

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2014 tentangMajelisPermusyawaratan 

Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah 

danDewanPerwakilan Rakyat Daerah padaPasal 364 menegaskanbahwa DPRD 

Kabupaten/Kota merupakanlembagaperwakilanrakyatdaerah yang 

berkedudukansebagai unsur 

penyelenggarapemerintahandaerahkabupaten/kota.Duafungsi yang pertama 

(legislasidananggaran) menempatkanhubungankekuasaansecarahorizontalantara 

DPRD dankepala Daerah. 

Adapunfungsipengawasanmenempatkanhubungankekuasaan yang 

horisontaldimana DPRD diberiwewenanguntukmengontrolpelaksanaantugas-

tugaseksekutif, dalammenjalankantugas-

tugaspemerintahan,pelaksanaanpembangunandanpembinaankemasyarakatan 

didaerah.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

BagaimanaPelaksanaanFungsiLegislasi DPRD KabupatenJeparaperiode 2014-

2019 dan Faktor- faktorapasajakah yang 

menghambatpelaksanaanfungsilegislasiDewanPerwakilan Rakyat Daerah 

KabupatenJeparaperiode 2014-2019. 

Metode yang digunakan dalam 

penelitianiniadalahmetodependekatanyuridisnormatif.Penggunaanmetodeyuridis 

normatif yaitupenelitian yang mempunyaiobjekkajiantentangkaidahatauaturan 

hukum.Spesifikasi yang 

digunakandalampenelitiandanpenulisanhokuminiadalahDeskriptifAnalitis.Data 

yang diperlukandalampenelitianiniadalah Data Sekunder.Analisis data yang 

diperolehdilakukandengancaraanalisiskualitatifyaituanalisiskualitatif yang 

dipergunakanuntukaspek-aspeknormatif (yuridis) melaluimetode yang 

bersifatdeskriptifanalisis, yaitumenguraikangambarandari data yang 

diperolehdanmenghubungkansatusama lain 

untukmendapatkansuatukesimpulanumum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Jepara Periode 

2014-2019 sudah berhasil menyusun 39 Peraturan Daerah. Dengan rincian usulan 

DPRD berjumlah 14, usulan Setda 12, usulan Setwan 1, usulan disdukcapil 2, 

usulan DPPKAD berjumlah 3, usulan BPKAD berjumlah 3, usulanBPPKB 

berjumlah 1, usulan Kantor Arsip berjumlah 1, usulan Dinsosnakertrans 

berjumlah 1, usulan Disparbud berjumlah 2. Faktor-faktor yang menghambat 

pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Jepara Periode 2014-2019 yaitu 

faktor kemampuan anggota DPRD, faktor pengalaman, faktor penguasaan data 

dan informasi, tarik menarik kepentingan,peraturan perundang-undangannya. 

Upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara 

yaitu DewanPerwakilan Rakyat Daerah 

KabupatenJeparamengadakanpelatihandanpenyuluhan, DewanPerwakilan Daerah 

KabupatenJeparaberupayauntukmengoptimalkansaranadanprasarana yang ada, 

DewanPerwakilan Rakyat Daerah 

KabupatenJeparalebihmendahulukankepentinganrakyatdaripadakepentinganpartai


